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RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebutuhan sumber daya manusia
menjadi aspek penting dalam organisasi untuk
tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan
pelayanan yang baik. Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta sebagai suatu organisasi
membutuhkan sumber daya manusia (SDM)
untuk memenuhi jenis pekerjaan yang
tersedia. Skema pemenuhan utama dilakukan
melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), yang pada realitanya tidak dapat secara
maksimal memenuhi kebutuhan SDM.

Sehingga alternatif pemenuhan SDM
lain yang dilakukan adalah melalui Penyedia
Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). PJLP menjadi
skema yang dinilai mudah dan cepat, namun
terdapat beberapa isu yang timbul seperti,
anggaran biaya yang besar, upah tidak sesuai
dengan standar, kerancuan kontrak, inefisiensi
tunjangan yang seharusnya tidak ada, dan
peningkatan SDM dalam PILP. Berkaitan
dengan isu-isu tersebut, dibutuhkan adanya
pembenahan dan perbaikan melalui solusi
yang bahkan mampu menyelesaikan akar
masalah.

Adapun upaya vyang dilakukan
berkaitan dengan penyusunan Analisa Jabatan
dalam kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan
Pengelolaan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil,
yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Bidang
Perencanaan dan Pendayagunaan Pegawai.
Dasar hukum vyang menjadi payung atas
kegiatan ini antara lain, Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan
Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya
Orang Perorangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 125
Tahun 2019, dan Keputusan Gubernur Nomor
637 Tahun 2018 tentang Standar Satuan
Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perorangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah
terlaksananya penyusunan kajian kebijakan
pengelolaan Tenaga Non PNS di lingkungan
Pemerintah Provini DKI Jakarta, vyang
profesional dan kompeten dalam rangka
tersusunnya Kajian Kebijakan Pengupahan
Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Berkaitan dengan
tujuan tersebut, sasaran ditetapkan vyaitu,
tersedianya data dan informasi tentang
hasil/nilai akhir Evaluasi Jabatan dari setiap
jabatan PIJLP/ Tenaga Non PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI dan
tersedianya rekomendasi penyempurnaan
standar pengupahan Tenaga Non PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Berikut
tabel jabatan-jabatan PILP yang termasuk
ke dalam lingkup Kajian Kebijakan
Pengupahan.
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No Daftar Jabatan
1 Kru
2a| Montir
2b| Teknisi
3 Nakhoda
4 Pekerja Penanganan Lalu Lintas Penderekar
5 Operator Timbangan
6 Pengawas Kebersihan
7 Pengawas Titik Buang
8 Pengemudi Alat berat
9 Pengemudi Dump truck Typer (Besar/Kecil)
10 Pengemudi Gerobak Bermotor
11 Pengemudi Kendaraan Operasional SIM A
12 Pengemudi Kendaraan Operasional SIM B
13 Pengemudi Lain-lain (Toilet, Truk Tangki Air,
14 Pengemudi Mobil Lintas
15 Pengemudi Street Sweeper/Washer
16 Pengemudi Truk Arm Roll Besar/Kecil
17 Pengemudi Truk Compactor (Besar/Kecil)
18a|Pengolah data Pengukuran Kelas C
18b| Pengolah data Pengukuran Kelas B
18c | Pengolah data Pengukuran Kelas A
19 Perawat Taman dan Pohon Hutan kota
20 Pesada
21 Petugas Antar Jemput I1zin Bermotor (AJIB)
22 Petugas Customer Relation Officer
23 Petugas DIPO
24a|Petugas Informasi Bencana (SO1)
24b | Petugas Informasi Bencana (SO2)
25 Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Centd
26 Petugas Instalasi Pengolahan Air Sampah
27 Petugas Intalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
28 Petugas Keamanan Biasa
29 Petugas Keamanan Sedang
30 Petugas Keamanan Rawan
31 Petugas Kebersihan Dalam Gedung
32 Petugas Kebersihan Luar Gedung
33 Petugas Keurmaster
34 Petugas mesin cetak papan segel
35 Petugas Pelayanan Sosial
36 Petugas Pelelangan
37 Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
38 Petugas Pemulasaran Jenazah
39 Petugas Penanganan Penanggulangan Kebg
40 Petugas Penerima Tamu (Loket, front office)
41 Petugas Pengiriman
42 Petugas Pengolahan Sampah
43 Petugas Penunjang Juru Ukur
44 Petugas Penunjang Operasional Pelayanan
45 Petugas Perawat Satwa
46 Petugas Perpustakaan
47 Petugas Pompa Air
48 Petugas Reverse Osmosis (RO)
49 Petugas Rumah Tangga
50 Petugas Sampah Kali/Pesisir/Laut/Waduk/P¢g
51 Petugas Sampah Pesisir
52 Petugas Saringan Sampah
53 Pramu Pimpinan Gubernur
54 Teknisi Jaringan CCTV Pompa Air
55 PPSU

Evaluasi Jabatan merupakan bagian

dari proses manajemen sumber daya
manusia yang digunakan untuk membobot
suatu jabatan untuk menghasilkan Nilai
Jabatan (job value) dan Kelas Jabatan (job
class). Nilai dan kelas suatu jabatan
digunakan untuk menentukan besaran gaji
yang adil dan layak selaras dengan beban
pekerjaan dan tanggungjawab jabatan
tersebut. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian diamanatkan bahwa setiap
Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji
yang adil dan layak sesuai dengan beban
pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Amanat tersebut belum dapat
dicapai dengan baik karena belum ada
regulasi berupa pedoman evaluasi jabatan
yang dapat digunakan untuk membobot
suatu jabatan. Meskipun tenaga PILP bukan
Pegawai Negeri, namun setiap pekerja
berhal untuk memperoleh gaji yang adail
dan layak. Karenanya, tetap perlu dilakukan
suatu proses untuk mengidentifikasi Nilai
Jabatan terhadap jabatan — jabatan PILP di
lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Metode yang akan digunakan dalam
melakukan evaluasi jabatan menggunakan

metode Faktor Evaluasi Jabatan Factor
Evaluation System (FES), sesuai yang diatur
dalam PermenPANRB No. 34 tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Pada
metode ini, jabatan-jabatan akan dievaluasi
berdasarkan kelompoknya, dalam hal ini
kelompok  jabatan fungsional (non
struktural). Kemudian jabatan - jabatan
PJLP yang termasuk dalam lingkup kegiatan

ini akan dievaluasi sesuai dengan
kriteria/faktor  evaluasi yang telah
ditetapkan. Faktor  Evaluasi  Jabatan

Fungsional dengan metode FES terdiri atas:
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Faktor 1 Pengetahuan yang Dibutuhkan
Jabatan

Faktor ini mengukur sifat dan tingkat
informasi atau fakta yang harus diketahui
pegawai untuk melaksanakan pekerjaan,
antara lain: langkah-langkah, prosedur,
praktek, peraturan, kebijakan, teori, prinsip,
dan konsep, dan sifat dan tingkat keahlian
yang dibutuhkan untuk menerapkan
pengetahuan tersebut.

Faktor 2 Pengawasan Penyelia

Faktor ini mengukur sifat dan tingkat
pengawasan penyelia, tanggungjawab
pegawai, dan evaluasi hasil pekerjaan.
Pengawasan dilakukan dengan cara pemberian
tugas dan instruksi pada  pegawai,
tanggungjawab dilakukan dengan melihat
bagaimana pegawai mampu mengembangkan
urutan dan waktu berbagai macam pekerjaan,
dan tingkat evaluasi dilakukan dengan melihat
hasil pekerjaan secara terperinci kesesuaian
tugas yang diberikan.

Faktor 3 Pedoman

Faktor ini mencakup sifat pedoman
dan pertimbangan yang dibutuhkan untuk
menerapkan pedoman tersebut. Pedoman juga
memberikan referensi data atau menentukan
hambatan tertentu dalam  penggunaan
pengetahuan. Sebagai contoh pedoman
adalah  panduan kerja, prosedur dan
kebijakan, praktek tradisional, dan bahan
referensi seperti kamus, jenis panduan, dan
buku panduan teknik.

Faktor 4 Kompleksitas

Faktor ini meliputi atas sifat, jumlah,
variasi, dan proses dalam pekerjaan yang
dilaksanakan, identifikasi tingkat kesulitan, dan
identifikasi tingkat kesulitas atas dasar
pelaksanaan pekerjaan.

Faktor 5 Ruang Lingkup dan Dampak

Faktor ini mencakup hubungan antara
cakupan pekerjaan seperti, tujuan, keluasan,
kedalaman tugas, dan dampak dari hasil kerja
atau jasa di dalam dan luar organisasi.
Dampak yang dimaksud dalam faktor ini
adalah mengukur apakah hasil pekerjaan
memfasilitasi pekerjaan orang lain, pelayanan
tepat waktu, atau berdampak pada penelitian.
Sehingga akan menghasilkan gambaran
menyeluruh atas evaluasi secara konsisten.

Faktor 6 Hubungan Personal

Faktor ini berkaitan dengan aspek
komunikasi dalam menjalin hubungan dengan
pihak yang tidak berada dalam rantai
penyediaan.

Faktor 7 Tujuan Hubungan

Faktor tujuan hubungan mencakup
pertukaran informasi, isu yang signifikan atau
kontroversial dan berbeda pandangan, tujuan,
dan sasaran.

Faktor 8 Persyaratan Fisik

Faktor ini mencakup persyaratan dan
tuntutan fisik yang diperlukan pegawai, yang
termasuk kemampuan dan karakteristik fisik.

Faktor 9 Lingkungan Pekerjaan

Faktor ini mempertimbangkan resiko
dan ketidaknyamanan dalam lingkungan
pekerjaan, atau sifat dari pekerjaan dan
peraturan keamanan yang dibutuhkan.

Penjabaran atas faktor-faktor tersebut
menghasilkan skor dan kelas jabatan yang
perlu disesuaikan sesuai dengan tabel berikut.

Batasan Nilai
Total Nilai Faktor Kelas Jabatan

190 - 240 1
245 - 300 2
305 - 370 3
375 - 450 4
455 - 650 5
655 - 850 6
855 - 1100 7
1105 - 1350 8
1355 - 1600 9
1605 - 1850 10
1855 - 2100 11
2105 - 2350 12
2355 - 2750 13
2755 - 3150 14
3155 - 3600 15
3605 - 4050 16
4055 - ke atas 17

Mengacu pada tabel tersebut, Untuk
mendapatkan upah tetap per bulan, maka
total skor di atas dikalikan dengan angka
indeks Rupiah per poin. Angka indeks ini
didapatkan dari Upah Minimum Provinsi
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yang telah ditetapkan oleh Gubernur setiap
tahun.

Adapun tahapan kegiatan Kajian
Kebijakan Pengupahan akan dilaksanakan
dengan tahapan sebagai berikut.

Penetapan Analisis Penyusunan Finalisasi

Metode_ Uraian draft Evaluasi

Evaluasi Jabatan dan Evaluasi Jabatandan

Jabatan Koefisien Jabatan dan Kategori
Biaya Kategori Jabatan
(UMP) Jabatan

Eksisting

Untuk saat ini, tahapan yang sudah
dilaksanakan adalah proses Penetapan Metode
Evaluasi Jabatan. Dalam rapat dengan BKD
Pemprov DKI Jakarta telah disepakati bahwa
metode vyang digunakan untuk Evaluasi
Jabatan adalah Factor Evaluation System
(FES) untuk Jabatan Fungsional sebagaimana
diatur dalam PermenPAN-RB No. 34 tahun
2011. Tahapan selanjutnya dari Kaijian
Kebijakan Pengupahan akan dilaksanakan
dengan mengacu pada proses penyelesaian
kegiatan Analisis Uraian Jabatan vyang
merupakan bagian dari kegiatan Kajian
Kebijakan Pengelolaan Tenaga Non Pegawai
Negeri Sipil di lingkup Pemda DKI.

PELAKSANAAN KAJIAN KEBIJAKAN
PENGUPAHAN TENAGA NON PNS

Pelaksanaan kajian ini diawali dengan
analisa uraian jabatan dan koefisien biaya
(UMP) yang eksisting. Hal yang dilakukan
adalah proses job evaluation 55 jabatan PILP,
yang dimana 55 jabatan tersebut didapatkan
dari Analisa Jabatan PJLP NKD DKI yang baru
selesai direvisi. Penyusunan atas draft evaluasi
jabatan dan kelas pekerjaan dilakukan dengan
proses pemilihan  kategori dan  skor
menggunakan FES pada masing-masing uraian
jabatan PILP. Kegiatan ini dilakukan bersama
oleh tim BKD DKI dan difasilitasi tim UI-
CSGAR. Workshop dengan media zoom
dilakukan pada 10 November, 03 dan 13
Desember 2021. Dengan mencermati 9 faktor
FES dan seluruh informasi yang ada pada 55
uraian jabatan, didapatkan pola sebagai
berikut.

Faktor 1 pengetahuan yang dibutuhkan
jabatan: Tidak ada satupun posisi PILP
yang mensyaratkan tenaga kerja lulusan
sarjana. Sesuai panduan pada FES, maka
seluruh jabatan PILP jatuh pada kategori 1-
1 (memerlukan pengetahuan tentang tugas
yang sederhana, rutin atau berulang)
sampai dengan 1-4 (memiliki pengetahuan
praktis SOP bidang teknik).

Faktor 2 pengawasan penyelia: Seluruh
pekerjaan jabatan PJLP mendapatkan
pengawasan penyelia yang cukup melekat,
sehingga mendapatkan  kategori  2-1
(karena ada instruksi yang jelas, terperinci,
dan spesifik) atau 2-2 (diberikan tugas
umum, namun setiap terjadi deviasi atau
masalah, dia diharuskan melaporkan pada
atasannya).

Faktor 3 pedoman: seluruh pekerjaan
jabatan PJLP memiliki pedoman kerja yang
cukup jelas, sehingga mendapatkan
kategori 3-1 (pedoman rinci) atau 3-2 (bila
terjadi penyimpangan dari pedoman maka
mengacu pada penyelia).

Faktor 4 kompleksitas: hampir seluruh
pekerjaan jabatan PILP memiliki
kompleksitas kerja yang ringan, sehingga
mayoritas mendapatkan kategori 4-1 (cepat
dapat dikuasai) atau 4-2 (respon diambil
berdasarkan sifat faktual dari pekerjaan).
Hanya jabatan Nahkoda dan Pengolah Data
Pengukuran kelas A yang mendapat bobot
kategori 4-3 (melibatkan proses dan
metode yang berbeda dan tidak
berhubungan).

Faktor 5 ruang lingkup dan dampak:
hampir seluruh pekerjaan jabatan PILP
memiliki ruang lingkup dan dampak yang
minor, sehingga mendapatkan kategori 5-1
(memfasilitasi pekerjaan orang lain) atau 5-
2 (mempengaruhi proses atau pelayanan
lebih lanjut). Hanya jabatan Nahkoda,
Pengolah Data Pengukuran B dan A yang
layak mendapat kategori 5-3
(mempengaruhi operasi dari sistem atau
peralatan).

Faktor 6 hubungan personal: seluruh
pekerjaan jabatan PJLP memiliki hubungan
personal yang terbatas, yaitu kategori 6-1
(sebagai unit pendukung) atau 6-2
(berhubungan dengan lembaga yang sama
tetapi di luar unit).
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Faktor 7 tujuan hubungan: sesuai dengan
hubungan personalnya, maka tujuan
hubungan seluruh pekerjaan pada jabatan
PJLP bertujuan untuk memberikan fakta
atau informasi (7-1) atau sebatas
mengkoordinasikan (7-2).

Faktor 8 persyaratan fisik: pekerjaan
jabatan PJLP  menuntut  spesifikasi
persyaratan fisik yang bervariasi. Sebagian
pekerjaan tidak menuntut persyaratan fisik
khusus (8-1). 23 dari 55 jabatan menuntut
kesanggupan untuk berdiri dalam waktu
yang lama (8-2), sementara sebagian
lainnya menuntut kemampuan tenaga fisik
yang besar (8-3).

Faktor 9 lingkungan pekerjaan: pekerjaan
jabatan PJLP  memiliki resiko dan
ketidaknyamanan yang bervariasi pula.
Mayoritas bekerja di tempat yang cukup
terang dan tidak panas (9-1), sebagian
lainnya harus terus-menerus bekerja
berdekatan dengan mesin atau penyakit
menular (9-2). Hanya nahkoda yang harus
selalu siap menghadapi cuaca yang ekstrim
kapan saja (di perairan/laut) (9-3).

FINALISASI EVALUASI JABATAN

Sesuai dengan tujuan kegiatan ini, total
skor dari masing-masing jabatan akan
dibandingkan dengan koefisien upah yang
diatur oleh Keputusan Gubernur DKI No.
637 tahun 2018 Tentang Standar Satuan
Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang
Perorangan. Selanjutnya total skor harus
dikalikan dengan Angka Indeks
Pengupahan tahun 2018, sesuai dengan
Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta tahun
2018 adalah Rp. 4.276.530, maka
didapatkan Angka Indeks Rp. 9.945/skor.
Hasilnya akan dibandingkan dengan upah
eksisting setiap jabatan yang masing-
masing telah diatur memiliki koefisien
pengali dari UMP 2018.

Dari hasil perbandingan tersebut
didapatkan bahwa antara upah hasil
perhitungan FES dengan upah eksisting
memiliki selisih.

- Selisih positif berarti upah yang
didapatkan PILP berdasarkan
perhitungan FES lebih  besar
daripada upah eksisting yang
didapatkan berdasarkan Keputusan
Gubernur

- Selisih negatif berarti upah yang
didapatkan PILP berdasarkan

perhitungan FES lebih  kecil
daripada upah eksisting vyang
didapatkan berdasarkan Keputusan
Gubernur

KESIMPULAN

Perhitungan upah jabatan PILP
dengan menggunakan medote Factor
Evaluation System (FES) selain memiliki
dasar teori dan peraturan yang lebih jelas,
juga dapat menyajikan bobot jabatan
secara lebih kuantitatif. Dibandingkan
dengan Keputusan Gubernur 637/2018
yang mencantumkan angka koefisien tanpa
mencantumkan dasar dalam penentuan
koefisien tersebut, akan mengesankan
koefisien lebih kualitatif, dan lebih mudah
diperdebatkan.

Melalui metode FES untuk
melakukan evaluasi jabatan, maka BKD
akan memiliki dasar yang lebih
argumentatif dibandingkan metode
sebelumnya yang digunakan pada
Keputusan  Gubernur 637/2018 yang
menggunakan koefisien. Hasil perhitungan
FES terhadap 55 jabatan PJLP non-skill
juga secara umum tidak memiliki selisih
yang signifikan bila dibandingkan dengan
isi Keputusan Gubernur 637/2018
sebelumnya. Jabatan yang memiliki selisih
positif paling besar hanya 1 jabatan saja,
yaitu Petugas Keamanan Rawan yang
berselisih Rp. 447.345. Evaluasi Jabatan
dengan menggunakan metode FES Jabatan
Fungsional ini sebaiknya diperluas selain
sebagai dasar untuk penyusunan Keputusan
Gubernur selanjutnya pengganti Keputusan
Gubernur 637/2018, dan juga digunakan
untuk menentukan upah jabatan jabatan
PILP.

SARAN

Mengingat Kepgub 637/2018 telah
berlaku sejak 3 tahun yang lalu, sementara
setiap tahun upah minimum propinsi selalu
berubah, maka pemerintah daerah telah
berencana untuk mengeluarkan keputusan
gubernur baru tahun 2022, sebagai
pengganti Kepgub 637/2018. Apabila tahun
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depan pemerintah daerah akan
mengeluarkan keputusan gubernur
pengganti Kepgub  637/2018, maka
pengupahan PJILP tahun 2022 juga harus
mengacu pada UMP tahun 2022. Seperti
yang telah diinformasikan oleh Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI
Jakarta, UMP 2022 baru saja ditetapkan
naik menjadi sebesar Rp. 4.453.935,
sehingga Angka Indeks tahun 2022 naik
pula menjadi Rp. 10.355/skor.
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